REPUBLIK INDONESIA

No.1063, 2018 KPU. Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu
Anggota DPD. Perubahan Kedua.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan
tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah
pada Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu mengubah
ketentuan dalam pencalonan perseorangan peserta
Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah;

b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang
menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal
182 huruf | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup

pula pengurus (fungsionaris) partai politik;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor S Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2018 tentang Pencalonan Perseorangan  Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
515) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 972);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan
Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 515) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 972),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 50

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara
penentuan sampel dukungan dan jumlah dukungan
yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode
sensus dari dukungan perbaikan kedua
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dengan
menggunakan formulir Model BA.SAMPEL.HP.KPU
PROV-DPD dan formulir Lampiran 1 Model BA.
SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD dan Lampiran 2 Model
BA. SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD.

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan formulir
Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD dan formulir
Lampiran 1 Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD
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(3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD

atau Petugas Penghubung.

KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan formulir

Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD, formulir

Lampiran 1 Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD

dan formulir Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.HP.KPU

PROV-DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kepada:

a. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;

b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP
Aceh; dan

c. 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui SIPPP.

2. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal

yakni Pasal S0A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 50A

KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan jumlah
sampel, nama pendukung hasil cuplikan sampel
serta jumlah dan nama pendukung yang dilakukan
Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari
perbaikan kedua yang memuat identitas nama
sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(4), kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan
menggunakan  formulir Lampiran 2  Model
BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD disertai dengan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau
Surat Keterangan.

Penyampaian jumlah sampel, nama pendukung hasil
cuplikan sampel serta jumlah dan nama pendukung
yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode
sensus dari perbaikan kedua = sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPU
Provinsi/KIP Aceh melalui SIPPP.
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3. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 51

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi

Faktual terhadap sampel dukungan dan/atau nama

pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual

dengan metode sensus dari perbaikan kedua yang
telah memenuhi syarat berdasarkan hasil Penelitian

Administrasi = perbaikan  kedua = sebagaimana

dimaksud dalam Pasal S0A ayat (1).

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi

Faktual terhadap sampel dukungan dan/atau nama

pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual

dengan metode sensus dari perbaikan kedua dengan
menggunakan  formulir Lampiran 2  Model

BA.FK.HP.KPU KAB/KOTA DPD setelah:

a. menerima jumlah sampel dan daftar nama
sampel dukungan dan/atau pendukung yang
dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode
sensus dari perbaikan kedua yang memuat
identitas nama sampel dan/atau nama
pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual
dengan metode sensus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2); dan

b. melakukan pengecekan kembali daftar nama
sampel dan/atau nama pendukung yang
dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode
sensus yang tercantum dalam formulir
Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV
DPD dengan daftar dukungan perbaikan kedua
yang tercantum dalam formulir Lampiran Model
F1-DPD melalui SIPPP.

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi

Faktual dukungan perbaikan kedua dengan

menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36.



